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Digelontorkan Dana Rp1,3 Miliar,
Program BSPS Belum Berjalan

TUBEI - Sampai hari ini,
Senin, 29 April 2024, program
Bantuan Stimulan Peruma-
han Swadaya (BSPS) di Ka-
bupaten Lebong belum juga
berjalan.

Bahkan belum diketahui
pasti berapa jumlah Ke-
lompok Penerima Manfaat
(KPM) yang akan menerima
program BSPS sepanjang
tahun 2024.

Padahal dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2024,
Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Lebongtelah men-
galokasikan dana sebesar
Rp1,3 miliar untuk menga-
komodir program BSPS.

“Kami masih membahas
program BSPS ini di tingkat
internal,” ujar Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Disperkim)
Kabupaten Lebong, Evan
Gustanto, SE melalui Kabid
Kawasan Permukiman, Gun-
tur Saputra, S.Sos.

Artinya dengan anggaran
yang ada, Disperkim belum
bisa memutuskan berapa
kuota penerima program
BSPS, yakni warga kurang
mampu yang belum memi-
liki rumah layak huni.

Termasuk jenis bangu-
nannya, apakah BSPS itu
akan direalisasikan untuk
Pembangunan Baru (PB)
atau sebatas Peningkatan
Kualitas (PK) dari Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH),
belum diputuskan.

“’Setelah diputuskan kuota
dan jenis program BSPSyang
akan digulirkan, barulah
kami terima usulan atau
pengajuan calon penerima
BSPS dari kelurahan dan
desa.” terang Guntur.

Diakuinya, tahun 2024
Pemkab Lebong tidak
mendapatkan kuota BSPS
dari Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perumahan, Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).

Sama halnya dengan tahun
2023 dan 2022 yang mana
tidak ada satupun pengajuan
PB maupun PKyang disam-
paikan Pemkab Lebongyang
diterima oleh pusat.

Terpisah, Bupati Lebong,
Kopli Ansori meminta Dis-
perkim benar-benar men-
data sasaran program BSPS
agar implementasinya lebih
terukur.

“Targetnya harus jelas kita-
kira apayang hendak dikejar,
misalnya untuk mengurangi
angka kemiskinan,” kata
Kopli.

Artinya salah satu tolak
ukur miskin berdasarkan
analisa Disperkim adalah
masyarakatyangtidak punya
rumabh.

Namun harus dibuat ba-
tasannya karena tidak serta
merta masyarakatyang tidak
punya rumah bisa dijadikan
sebagai target penerima pro-
gram BSPS.

‘’Batasan itu misalnya
bagi pasangan suami istri
yang sudah berumah tangga
minimal 10 tahun dan belum
punya rumabh, jadi yang di
bawah itu belum masuk
target prioritas,” terang Kopli.

Dengan tolak ukuritu, Dis-
perkim akan memiliki data
yang akurat sehingga tidak
bingung ketika menetap-
kan berapa target sasaran
penerima BSPS.

Jadi tolak ukurnya bukan
berdasarkan berapa banyak
usulan atau proposal yang

masuk, seperti yang selama
ini telah berjalan.

“Jika data yang disampai-
kan valid disertai target yang
jelas, diharap tidak ada lagi
penolakan dari pemerintah
pusat atas usulan BSPS dari
daerah,” tukas Kopli.

Tidak dipungkirinya, sulit
bagi Pemkab Lebong mem-
berantas kemiskinan jika
hanya mengandalkan biaya
dari APBD.

Artinya peran Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
dalam memberantas ke-
miskinan yangsalah satunya
melalui program BSPS, tetap
harus dibantu dana pusat.

Diketahui, nilai yang digel-
ontorkan Pemkab Lebong
untuk menunjang program
BSPS itu kurang sedikit dari
nilai yang diajukan Disper-
kim.

Dalam perumusan Ren-
cana Kerja Anggaran (RKA)
dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten
Lebong tahun 2024, Disper-
kim mengusulkan anggaran
BSPS senilai Rp1,5 miliar.

Artinya hanya dipangkas
Rp200 juta oleh Tim Ang-
garan Pemerintah Daerah
(TAPD) Kabupaten Lebong.

Sementara saat pengajuan,
Disperkim mengklaim kebu-
tuhan anggaran itu sudah
disesuaikan dengan peng-
hitugan jumlah warga yang
belum punya rumah serta
jumlah RTLH yang butuh
perbaikan.

Diketahui, angka kemiski-
nan yang masuk kategori
ekstrem di Kabupaten Leb-
ong mencapai 300 Kepala Ke-

luarga (KK) dengan sebaran
1.200 jiwa.

Data itu sesuai data statistik
pendudukyang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2023.

Belajar dari pengalaman
selama ini, untuk program
PB dana yang diberikan Rp
54 juta per unit, sedangkan
untuk program bedah RTLH
Rp 24 juta per unit.

Tetapi masalah kepastian
angka per unitnya sangat ter-
gantung dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melalui
pembahasan TAPD bersama
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD.

Sekadar mengingatkan,
tahun 2022 pemerintah pusat
sempat menggelontorkan
BSPS senilai Rp5 miliar untuk
Kabupaten Lebong.

Namun batal salur karena
Pemkab Lebong dinilai ti-
dak siap melaksanakannya.
Dimana Pemkab Lebong
tidakmenyiapkan dana shar-
ingnya.

Padahal sesuai aturan
mainnya, pengusulan pro-
gram BSPS ke pusat harus
dibarengi kesiapan dae-
rah menganggarkan dana
pendampingnya.

Bisajadi karenaitulah pusat
tidak lagi mengalokasikan
BSPS untuk Kabupaten Leb-
ong.

Soalnya sejak tahun 2022,
sampai tahun 2024 ini ti-
dak ada BSPS dari Ditjen
Perumahan, Kementerian
PUPRuntuk Kabupaten Leb-
ong. (sca)



